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Salinan                       P U T U S A N 

Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Bkl 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, NIK -, Tempat dan Tanggal LahirBangkalan, -, umur 34 Tahun, 

agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, alamat di 

Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, 

sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, NIK -, Tempat dan Tanggal Lahir Bangkalan, -, Umur 41 Tahun, 

Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP Sederajat, 

Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten 

Bangkalan, sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu juga 

dengan nomor register 1049/Pdt.G/2024/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai 

berikut: 

1.  Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Novermber 2017 di 

Kecamatan - Kabupaten Bangkalan berdasarkan Kutipan Akta Nikah 

Nomor : - Tertanggal 21 November 2017; 

2.  Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal Di rumah orang tua Penggugat; 

Disclaimer
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3.  Bahwa Penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami 

istri  dan sudah dikarunai seorang anak bernama Anak, Perempuan, 

Bangkalan, 25-11-2018 dan diasuh Tergugat; 

4.  Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam 

keadaan rukun; 

5.  Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 ketentraman rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang 

penyebabnya antara lain:  

  Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak Juni 

2022 sampai sekarang; 

  Perselisihan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat; 

  Tergugat sudah memasrahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat; 

  Penggugat dan Tergugat sudah sepakat cerai; 

6.  Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat  telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau selama 

kurang lebih 2 Tahun selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah 

tidak ada lagi hubungan secara lahir maupun batin; 

7.  Bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan maka lebih 

banyak modhorotnya ketimbang kebaikannya; 

8.  Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan 

perlakukan Tergugat sehingga Penggugat memilih  jalan untuk bercerai 

dengan Tergugat;  

9.  Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat 

agar mau mengubah sikapnya tersebut, namun Tergugat tetap tidak bisa 

merubah, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan 

Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka 

keutuhan rumah tangga antara  Penggugat dan  Tergugat sudah tidak 

dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga bahagia, 

harmonis dan kekal sebagaimana yang diisyaratkan oleh UU No. 1 Tahun 

Disclaimer
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1974 maupun syariah hukum Islam yang bahagia dan kekal sulit untuk 

diwujudkan; 

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat momhon agar Pengadilan 

Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana berikut : 

Primair:  

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2   Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat Tergugat terhadap  

Penggugat Penggugat; 

3   Membebankan membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau 

perundang-undangan yang berlaku;   

Subsidair; 

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun 

dengan Tergugat namun tidak berhasil; 

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan 

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian meskipun 

Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian; 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 

alat bukti  berupa : 

A. Surat : 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  - Tertanggal 21 November 2017 yang 

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan - Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti 

P.1; 

2.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK -, yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan 

sesuai dengan aslinya, bukti P.2; 

B. Saksi : 

Saksi 1, Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

Wiraswasta, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kota Surabaya, di 

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

 Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena 

saksi adalah sepupu Penggugat; 

 Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berumah 

tangga di rumah orangtua Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak dan saat ini 

diasuh oleh Tergugat; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun 

kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena masalah tempat tinggal Tergugat tidak mau tinggal di 

rumah orangtua Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak mau 

tinggal di rumah orangtua Tergugat; 

 Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan 

berpisah selama 2 tahun; 

 Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling 

mengunjungi dan berhubungan lagi; 

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan 

tetapi tidak berhasil; 
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Saksi 2, Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

karyawan swasta, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten 

Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

 Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena  

saksi adalah sepupu Penggugat; 

 Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berumah 

tangga di rumah orangtua Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak dan diasuh 

oleh Tergugat; 

 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun 

kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus; 

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua 

Penggugat sedangkan Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua 

Tergugat; 

 Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan 

berpisah selama 2 tahun; 

 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan 

tetapi tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada 

gugatannya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat 

dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan 

namun Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang 

Disclaimer
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

 

lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun 

telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat serta tidak ternyata bahwa 

ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka 

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan 

putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, 

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR.; 

Upaya Damai 

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu 

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak  

Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana 

dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 

2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawainan 

ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai 

dengan Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada 

pokoknya rumah tangga Penggugat dengan  Tergugat tidak harmonis dan 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022, disebabkan 

karena tempat tinggal Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat 

begitu pula sebaliknya Penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua 

Tergugat, sehingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal sejak 2 

tahun yang lalu dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi 

hubungan baik lahir maupun batin; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah 

datang oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak 

menggunakan haknya untuk menjawab dan dianggap mengakui dalil gugatan 
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Penggugat “, maka dengan merujuk dan mengambil alih Putusan Mahkamah 

Agung RI No.986 K/Sip/1972, tanggal 23-03-1972, Majelis Hakim menyatakan 

Tergugat telah mengakui dalil Penggugat tersebut dan berdasarkan pasal 174 

HIR. Pengakuan adalah bukti yang sempurna; 

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah 

mengakui kebenaran dalil  Penggugat namun karena perkara aquo termasuk 

perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang 

bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas lex specialis derogat lex general, 

majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan  Tergugat terhadap dalil-dalil 

gugatan Penggugat tersebut  tidaklah  dianggap  sebagai  bukti  yang 

memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindend) 

melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga  Penggugat 

tetap dibebani wajib bukti; 

Menimbang, bahwa  Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) 

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga 

telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka Majelis menilai 

bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan 

karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat 

Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami 

istri sah, menikah pada tanggal 21 November 2017, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat 

kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dan mengajukan gugatan di wilayah 

yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah 

dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini; 
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Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, 

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam 

duduk perkara; 

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan dari 

keluarga atau orang dekat kedua pihak, serta memberikan keterangan di bawah 

sumpah di muka sidang dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 

145 HIR jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Selain itu kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan 

pengetahuan langsung saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang 

satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti 

kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR ayat (1) dan Pasal 172 HIR, 

maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut diatas, 

telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 

pada tanggal 21 November 2017 dan tidak dikaruniai 1 orang anak; 

 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan karena tempat tinggal Tergugat tidak mau tinggal 

di rumah orangtua Penggugat begitu pula sebaliknya Penggugat tidak mau 

tinggal di rumah orangtua Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 

tahun; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali 

namun tidak berhasil; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah 

pecah (broken Marriage), sudah tidak ada lagi ikatan batin antara Penggugat 

dan Tergugat sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga 

terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun dan tidak 
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ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling 

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai 

dengan Tergugat, meskipun telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis 

Hakim maupun oleh saksi-saksi; 

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

dapat diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, 

sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai 

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti 

itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya 

masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan; 

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk 

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat 

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak 

lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan 

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian 

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian 

merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah 

tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling 

membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat  tersebut, 

maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan 

menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang 

tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :  

وْجَةَِ بِبَي ِنةََِ الْقاَضِي لدَىَ دعَْوَاهَا ثبََتََ فإَذِاَ وْجَةَِ اعْترَِافَِ اوََِ الزَّ َََوََ الزَّ  كََا

ا الِْإيذاَءَ  زََ امَْثاَلِهَا بَيْنََ الْع شْرَةَِ دوََامَ  مَعَه َ ي طَاقَ  ممَّ اَََِِاَْ عَنَِ الْقاضَِي وَعَج  ْْ  لِإ

مَا باَئِنةَ َ طَلَقَة َ طَلَّقهََا بَيْنهَ   

Artinya : “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti 

yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah 
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tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan 

untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan 

kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami 

terhadap istrinya“; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak 

memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula 

menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam 

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat 

fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut 

masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat untuk 

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan 

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra 

Tergugat  terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Bangkalan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam 

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi 

keduanya boleh melakukan akad nikah baru; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat; 

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; 
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MENGADILI 

1.  Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3.  Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap  

Penggugat (Penggugat); 

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Bangkalan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Miladiah bertepatan 

dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Farihin, S.H. dan Drs. Ainurrofiq ZA, 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para 

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Utik Inayatin, S.Ag., M.H. 

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 

Ketua Majelis, 

 

ttd 

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H. 

Hakim Anggota  

 

ttd 

Drs. H. Farihin, S.H. 

Hakim Anggota  

 

ttd 

Drs. Ainurrofiq ZA  

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

Utik Inayatin, S.Ag., M.H. 

 

Perincian biaya : 

1. PNBP 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

 

a. Pendaftaran  : Rp 30.000,00 

b. Panggilan Pertama 

Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00 

c. Redaksi  : Rp 10.000,00  

d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00 

2. Biaya proses   : Rp 100.000,00 

3. Panggilan   : Rp 825.000,00 

4. Biaya sumpah  : Rp  100.000,00 

5. Pemberitahuan isi putusan : Rp  275.000,00 

6. Meterai   : Rp 10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.380.000,00 

(satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). 
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